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BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 
Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek 

Dalam Pelaksanaan Kerja Praktek di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Penulis ditempatkan dibagian Programing, dimana bagian Programing bertugas untuk : 
1. Merencanakan program kegiatan jangka panjang dan jangka pendek yang akan dilakukan oleh setiap bidang di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung;
2. Mengkordinasikan program kegiatan dinas tersebut kepada bidangnya masing-masing;
3. Menyusun program kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap bidang tersebut dan melakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap bidang;
4. Melaporkan hasil evalusi yang telah dilaksanakan dari setiap bidang kepada Kepala Dinas; 

5. Melakukan pencatatan laporan data potensi seperti SIUI (Izin Usaha Industri), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), TDP
 ( Tanda Daftar Perusahaan), TDG ( Tanda Daftar Gudang). IPK ( Ijin Pemakaian Kios) dan IPL ( Ijin Pemakaian Lapangan).
3.2. 
Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek 
Pelaksanaan kuliah kerja praktek pada Bagian Programing di Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, penulis diberi kesempatan untuk membantu mengerjakan tugas yang ada, tugas tersebut antara lain: 
1. Melakukan pencatatan data potensi SIUI (Izin Usaha Industri), SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), TDP ( Tanda Daftar Perusahaan), TDG ( Tanda Daftar Gudang). IPK ( Ijin Pemakaian Kios) dan IPL ( Ijin Pemakaian Lapangan) dengan sistem komputerisasi; 

2. Mengerjakan tugas yang diberikan dan membantu kegiatan kerja pada divisi programing;
3. Melakukan wawancara kepada Bapak pembimbing di Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung;

4. Mendengarkan arahan dari Bapak pembimbing di Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung;

5. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Dinas Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang kemudian akan dijadikan sebagai judul dalam Laporan Kerja Praktek.
3.3 
Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek 

3.3.1
Prosedur Penyusunan Ijin Usaha Industri (IUI) Pada Pada Divisi Programing Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.

Permohonan IUI dibedakan menjadi 2 yakni  IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dan IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dengan keterangan sebagai berikut :
a. IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan dan instalasi/peralatan dan lain-lain yang diperlukan. 
b. IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin dan jenis industri atau proses produksinya tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan.
1. Berikut ini tata cara dalam pemberian Izin Usaha Industri (IUI): 
a. Tata cara permintaan Izin Usaha Industri (IUI) melalui tahap persetujuan prinsip :

1. Pengajuan permintaan persetujuan prinsip menggunakan formulir  model Pm-I.

2. Pengajuan permintaan Izin Usaha Industri (IUI) melalui tahap persetujuan prinsip menggunakan formulir model Pm-III

3. Permintaan persetujuan prinsip diajukan langsung oleh pemohon kepada Kepala Dinas Perindag dengan menggunakan formulir model Pm-I

4. Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala Dinas Perindag wajib memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan formulir Pi-I

b. Tata cara Permintaan Izin Usaha Industri (IUI) tanpa persetujuan prinsip :

1. Pengajuan permintaan Izin Usaha Industri (IUI) menggunakan formulir model SP-I dan Formulir SP-II 

2. Pengajuan permintaan izin perluasan usaha menggunakan formulir model SP-III

3. Permintaan Izin Usaha Industri (IUI) bagi jenis usaha industri yang pemberian IUI tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan formulir SP-I dan mengisi daftar isian untuk permintaan IUI dengan menggunakan formulir model SP-II 

4. Formulir model SP-I dan SP-II diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Kepala Dinas Perindag yang bersangkutan

5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir SP-I dan SP-II secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindag yang bersangkutan wajib memberikan IUI dengan menggunakan formulir SP-IV.

c. Tata cara prmintaan izin usaha industri kecil :

1. Setiap pendirian perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 ( Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri

2. Perusahaan industri untuk memperoleh Izin Usaha Industri tidak diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip

3. Permintaan Izin Usaha Industri Kecil diajukan langsung oleh pemohon kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan menggunakan formulir Model Pi.I-IK

4. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permintaan Izin Usaha Industri Kecil secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindag setempat wajib memberikan Izin Usaha Industri Kecil dengan menggunakan Formulir model Pi.II-IK.

Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip Industri, perusahan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal pembina jenis industri yang bersangkutan. Dan melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali. Persetujuan Prinsip Industri batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, pemohon/ pemegang Persetujuan Prinsip Industri tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).  
2. Persyaratan untuk mendapatkan izin

a. Permintaan Persetujuan Prinsip:
1. Permintaan Persetujuan Prinsip (formulir model Pm.I)

2. Rekaman NPWP

3. Rekaman Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya.

b. Permintaan Izin Usaha Industri (IUI) melalui tahap persetujuan prinsip:

1. Daftar isian untuk permintaan izin usaha industri (Baru, Hilang, Rusak) menggunakan Formulir Model Pm.III. 

2. Daftar Isian untuk Permintaan Izin Perluasan (Formulir Model Pm. IV)

3. Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik (formulir Model Pm. VII).

4. Rekaman persetujuan prinsip

5. Informasi kemajuan pembangunan pabrik (Pm.II).

6. Rekaman NPWP.

7. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya.

8. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

9. Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris.

10. Rekaman UKL dan UPL atau SPPL.

11. Rekaman Izin Lokasi.

12. Rekaman Undang-undang Gangguan atau AMDAL. 

c. Permintaan Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui tahap persetujuan prinsip:

1. Daftar Isian untuk permintaan Izin Usaha Industri (Formulir Model SP-II).

2. Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)

3. Rekaman NPWP.

4. Rekaman Akte Pendirian dan atau Perubahannya.

5. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

d. Permintaan Izin Usaha Industri Kecil

Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri Kecil (Formulir Model Pi. I-IK) 

Jika telah memenuhi persayaratan lengkap dan benar, Dinas melalui Tim Peneliti mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi yang direncanakan untuk dijadikan usaha industri dan hasil pemeriksaan atau penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
3. Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan 
1. Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila:

a. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan 

b. Tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;

c. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
d. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI yang telah diperolehnya;

e. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak atas kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain hak, cipta, paten, atau merk.
Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.

2. Terhadap perusahaan industri yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI), dibekukan apabila:

a. Melakukan perluasan hasil produksinya untuk pasar ekspor akan tetapi dipasarkan di dalam negeri bagi jenis industri yang dinyatakan tertutup;

b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten, dan merek.
3. Terhadap perusahaan industri yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI), dibekukan apabila:

a. Izin Usaha Industri (IUI) dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;

b. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;

c. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha Industri (IUI). 

Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang untuk mencabut Izin Usaha Industri (IUI). 
4. Sanksi/Denda atas pelanggaran ketentuan izin 

Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Industri di Kanupaten Bandung, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah).
3.3.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Prosedur Penyusunan Ijin Usaha Industri (IUI) Pada Divisi Programing Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau usaha seringkali ditemui hambatan-hambatan, sehingga tujuan dari usaha tersebut seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang telah ditetapkan, untuk itu penulis mencoba mengemukakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam prosedur penyusunan ijin usaha industri (IUI) pada Divisi Programing Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 
1. Proses mengurus izin yang perlu waktu lama 
Salah satu masalah yang mengemuka dan dirasakan oleh beberapa kalangan adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin. Bahkan, sering kali hal tersebut menimbulkan kesan berbelit-belit. Tak terkecuali mereka yang akan melakukan kegiatan di bidang bisnis mengatakan bahwa prosedur perizinan kita tidak business friendly. Hal tersebut disebabkan oleh sistem perizinan dan tidak adanya Standard Operating Procedur. 

2. Kepastian proses perizinan 

Dalam berbagai instrumen publikasi yang digunakan oleh instansi yang menangani perizinan sering kali dicantumkan keterangan mengenai waktu pemrosesan sebuah izin. Harus jelas yang dikatakan terlambat dalam memproses izin terlambat diproses, sedangkan menurut aparatur yang menangani permohonan izin dikatakan belum terlambat, padahal kedua belah pihak berpegang pada aturan yang sama. Kepastian dalam proses penyelesaian permohonan perizinan tidak hanya menyangkut waktu, tetapi juga soal biaya. Dalam penentuan biaya, baik itu bersifat retribusi maupun nonretribusi ada dasar tertentu. 
3. Pemohon izin 
Kelancaran proses pengurusan izin juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pemohon sendiri. Hambatan yang kadang-kadang dihadapi oleh aparatur adalah apabila pemohon izin ternyata tidak berada di tempat ketika pengecekan lapangan dilakukan. Hambatan yang lain, ada warga masyarakat yang cenderung melakukan pelanggaran karena tidak mau susah-susah. Terhadap hal tersebut diperlukan pengawasan efektif, yang untuk itu banyak kendala. Hal lain yang menjadi masalah adalah sebagian anggota masyarakat terkadang tidak jujur. 
4. Aparatur perizinan dan instansi terkait
Aparatur pemerintah juga bisa menjadi faktor penyebab persoalan dalam penanganan perizinan. Faktor aparatur pemerintah bisa menyangkut kapasitas personal, baik dalam hal jumlah maupun kapabilitasnya. Jumlah personel yang terbatas kadang-kadang menjadi penghambat kelancaran pengurusan perizinan. Persoalan dari sisi aparatur bukan hanya menyangkut soal jumlah pegawai, tetapi juga menyangkut soal jabatan yang lowong dan rangkap. 
5. Sarana Pendukung 

Dalam proses penanganan permohonan izin diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa itu proses perizinan sulit dilakukan. Untuk melakukan pengecekan lapangan, misalnya, mesti ada sarana transportasi yang memadai. Adakalanya aparatur pemerintah mengeluhkan hambatan dalam melaksanakan tugasnya karena jumlah kendaraan yang ada sangat terbatas sehingga sering harus memakai kendaraan sendiri. 
6. Mengurus izin mahal 
Untuk pengurusan izin adakalanya diperlukan biaya dan retribusi. Mengenai retribusi dapat menjadi hambatan bagi pemohon apabila besarnya tidak sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat. Atau, masyarakat sebenarnya mampu, tetapi merasa berat karena terjadi perubahan yang sangat berarti menyangkut tarif retribusnya. Biaya pengurusan perizinan bisa menjadi besar karena kemungkinan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan juga perlu biaya. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk mengurus izin tertentu pemohon mengupayakan percepatan proses dan pelonggaran syarat dengan menawarkan sesuatu. 
7. Percaloan dalam pengurusan izin 
Pengurusan izin kadang kala menampakkan kesan rumit, birokratis, berbelit-belit, dan tidak menyenangkan. Mereka yang tidak mau mengurus permohonan izinnya sendiri mencari cara agar ada pihak lain yang mau menguruskan kepentingannya. Pihak lain ini bisa saja saudara, teman, atau yang berstatus biro jas. Bahkan tidak tertutup kemungkinan aparatur pemerintah sendiri yang menjadi pihak yang mengurskan izin bagi sesorang atau pihak lain. 
3.3.3 
Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Prosedur Penyusunan Ijin Usaha Industri (IUI) Pada Divisi Programing Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung.
 Dalam melakukan prosedur penyusunan Ijin Usaha Industri (IUI) Pada Divisi Programing telah berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar apa yang  diharapkan oleh Dinas dapat berjalan dengan baik. Adapaun upaya yang dilaukan untuk mengatasi hambatan-hambatan di dalam prosedur penyusunan Ijin Usaha Industri (IUI) yaitu :

1. Pembenahan Birokrasi dan Kelembagaan Perizinan Daerah 
Dalam hal perizinan, khususnya di daerah, berdasarkan kondisi yang ada memang terdapat keberagaman pola penanganan. Pemerintah memilih dan menentukan model kelembagaan yang sesuai yang akan digunakan dalam pelayanan perizinan. Bahkan untuk pelayanan kelembagaan guna mendapatkan model yang cocok untuk diterapkan di daerah yang bersangkutan tak jarang pemerintah daerah mengadakan studi banding ke daerah tertentu yang sudah dianggap berhasil.  
2. Jaringan data secara online
Dengan adanya jaringan data dengan menggunakan komputer (online), hal tersebut bisa lebih diatas. Hanya saja perlu komitmen bersama dan ada tenaga yang secara khusus menangani hal itu. Sistem data online juga sekaligus mengurangi kemungkinan kontak antarindividu yang membuka peluang terjadinya kolusi. Dengan begitu, ketika diperlukan data sudah cukup tersedia. Dengan jaringan informasi komputer kalau ada informasi yang berkembang cepat dapat diikuti oleh semua pengguna informasi dari berbagai instansi yang terkoneksi. 
3. Penyediaan sarana dan prasarana 
Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam perizinan adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Sarana dan prasarana itu dapat digunakan sebelum terbitnya izin dan sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan izin. Sarana dan prasarana itu dapat difungsikan sebaga instrumen awal sebelum proses perizinan dilakukan. Pada saat pengajuan dan pengurusan izin juga diperlukan sarana dan prasaran. Setelah izin terbit juga diperlukan sarana untuk memberikan informasi.

4. Mengupayakan umpan balik dari pelanggan 
Kenyataan yang menggembirakan apabila instansi yang menangani perizinan secara terbuka dan rendah hati mau menemukan dan melihat kekurangan dan kelemahannya. Di sebuah dinas perizinan dilakukan rapat rutin sebulan sekali dengan agenda mencari dan menginventarisasi berbagai kekurangan dan kelemahan instansi yang bersangkutan. Secara terbuka setiap pegawai yang ada dilingkungan dinas perizinan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada pimpinan berbagai hal yang mereka temukan berkaitan dengan kelemahan di instansinya. 
5. Membangun komitmen 
Apabila telah dibangun komitmen yang tinggi di jajaran pemerintah yang menangani perizinan maka hal ini merupakan modal besar bagi keberhasilan sistem perizinan. Apabila tujuan sistem sudah jelas, apa yang harus dikerjakan juga jelas,orientasi pekerjaan jelas, ukuran keberhasilan jelas, didukung oleh situasi kerja yang baik dan saling memotivasi, keberhasilan akan dapat dirasakan. Untuk bisa memotivasi para pegawai perintah untuk berprestasi, misalnya bia menghadapi hambatan apabila benih kecurigaan sudah tersebar di instansi itu.     

